


• Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM TA
2020, Rumah Sakit Umum
Pengayoman Cipinang Termasuk
Dalam Daftar Usulan Satuan Kerja
Pembangunan ZI Menuju WBK Tahun
2021.

• Tujuan utama dalam pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM  adalah untuk
pencegahan korupsi,kolusi dan
nepotisme dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Dalam
implementasinya adalah dengan
senantiasa meningkatkan
akuntabilitas kinerja, Menyusun
kontrak kinerja dan mengadakan
penyuluhan tentang anti gratifikasi
dan penanggulangan korupsi.

• Sebagai langkah awal dicanangkannya
Rumah Sakit Umum Pengayoman
Cipinang dalam Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani ( ZI WBK-WBBM )
adalah dengan pembuatan dan
penandatanganan Pakta Integritas
oleh seluruh pegawai di lingkungan
Rumah Sakit Umum Pengayoman
Cipinang penanda tanganan ini
merupakan tonggak awal dan
merupakan indicator utama dalam
penilaian, untuk menunjang kegiatan
dimaksud peran semua pihak sangat
diperlukan. Masyarakat diminta untuk
berpartisipasi aktif untuk
melaksanakan pemantauan, penilaian
dan memberikan masukanuntuk
perbaikan dalam hal mencegah
terjadinya kecurangan dan korupsi.

• Membuat kontrak kinerja yang jelas
dan mengevaluasi pekerjaan yang
telah dilaksanakan apakah telah
sesuai dengan apa yang tertera dalam
kontrak kinerja yang dimaksud serta
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk mewujudkan itu
semua maka kami berkomitmen
untuk meningkatkan sarana dan
prasarana serta berbag



Gambaran Umum

• Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang mulai dibangun pada tahun 2005 untuk menggantikan rumah
sakit penjara cipinang lama  dengan nama RS LPK Cipinang   (Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Cipinang )  yang terbakar saat kerusuhan napi/tahanan pada tahun 2001. Setelah  terjadinya kebakaran
tersebut hingga Agustus 2008, penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan
Lapas cipinang dilakukan di bangsal perawatan sementara dengan jumlah napi/tahanan meningkat
sebanyak 400% selama 7 tahun terakhir, hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah napi/tahanan sakit
yang memerlukan pertolongan kesehatan (Dirjen 2010). Penyakit yang di derita oleh Warga Binaan
Pemasyarakatan dan Tahanan semakin beragam di tambah dengan fasilitas bangsal perawatan yang kurang
memadai sehingga menyebabkan perlu dilakukan perawatan yang lebih intensif di Rumah Sakit.

• Rumah Sakit Pengayoman Cipinang baru selesai dibangun pada tahun 2007 rencananya akan
dikembangkan menjadi sebuah model rumah sakit dalam sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit
pelaksana teknis pemasyarakatan.Tahun 2011, dibentuklah Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit yang
bertujuan untuk mempercepat operasional Rumah Sakit yang sudah ada beserta SDM RS yang sudah ada.
Tim Percepatan Operasional RS  dibentuk oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI  dengan
SK.No.M.HH-01.PK.01.07.01 Tahun 2011 Tertanggal 4 Februari 2011.

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Pengayoman Cipinang (ORTA) , pada tanggal 28 Desember 2011. Dengan di tetapkan ORTA
maka dibentuklah Satuan Kerja di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang. Susunan Organisasi Struktural
meliputi Kepala Rumah Sakit , Kepala Sub.Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas, Kepala Sub.Bagian
Keuangan dan Perlengkapan.

• Dengan ORTA yang sudah dikeluarkan maka Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/2336/11 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pengayoman
Cipinang, sebagai Rumah Sakit Umum kelas D.

• Dalam rangka persiapan operasionalisasi RS. Pengayoman Cipinang, tenaga PNS RS.Pengayoman Cipinang
telah selesai menyusun beberapa standar prosedur operasional untuk penyelenggaraan rawat jalan tingkat
lanjut. Selain itu berbagai instruksi kerja, mekanisme, serta berbagai aturan rumah sakit serta aturan
direktur telah disiapkan sebagai bahan penyusunan hospital by laws Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
yang komprehensif. Sehingga diterbitkannya Perizinan Rumah Sakit Pengayoman  oleh Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta , berdasarkan Keputusan  Kepala  Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2029
Tahun 2013 Tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang



Struktur Organisasi



CAPAIAN UMUM 
KINERJA

• Awalnya Rumah Sakit Umum Pengayoman hanya
melayani Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan
dalam perkembangannya selanjutnya menerima
pasien umum dan menyediakan ruang gawat
darurat untuk masyarakat umum.

• Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Umum
Pengayoman Cipinang sudah dimulai sejak Tahun
2020 dalam rangka menuju WBK Tahun 2020 dan
pada Tahun 2021 diusulkan Kembali dengan
perbaikan dan perubahan yang signifikan pada 6
(enam) area perubahan

• Enam area perubahan diantaranya adalah Area 1
Manajemen perubahan, Area 2 Penataan
Tatalaksana, Area 3 Penataan Manajemen SDM,
Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area 5
Penguatan Pengawasan, dan Area 6 Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.



Maskot



MANAJEMEN
PERUBAHAN

• Komitmen Bersama
• Perubahan Pola Pikir
• Kesamaan Berfikir
• Budaya Kerja dan melayani
• Roll Model (Keteladanan pimpinan)
• Memiliki Agen Perubahan Yang Handal

HASIL YANG DIHARAPKAN :

q Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan 
pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas 
menuju WBK/WBBM; 

q Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada 
unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM; 

q Menurunnya re s iko  kegaga lan yang d i s ebabkan 
kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.



DEKLARASI ZONA INTEGRITAS MENUJU 
WBK/WBBM

03 JANUARI 2020

PENANDATANGANAN PAKTA 
INTEGRITAS PEJABAT STRUKTURAL



No Kelompok Kerja Indikator Rencana Aksi Output Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

1 Manajemen Perubahan 1. Pembentukan Tim Kerja 1. Pembentukan Tim Kerja 
Pembangunan ZI

menuju WBK/WBBM

1. Penentuan   anggota   tim
kerja   dipilih melalui 
prosedur/mekanisme yang 
jelas

 Meningkatkan komitmen 
seluruh jajaran Pimpinan 
dan anggota Satuan Kerja 
dalam membangun Zona 
l n t e g r i t a s  m e n u j u 
WBK/WBBM

 Merubah pola pikir dan 
b u d a y a  k e r j a  p a d a 
S a t u a n  K e r j a  y a n g 
diusulkan sebagai Zona 
l n t e g r i t a s  m e n u j u 
WBK/WBBM

 M e n u r u n k a n  r e s i k o  
k e g a g a l a n   y a n g  
d i s e b a b k a n 
k e m u n g k i n a n  
timbulnya    resistensi    
terhadap perubahan .

Januari  –  Februari 
2021

1. Dokum

en

Rencan

a 

Pemba

nguna

n ZI 

menuj

u

WBK/

WBBM

1. Penyusunan Rencana Aksi

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM

2. Sosialisasi pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM

1. Pemantauan dan

evaluasi

pembangunan ZI 

menuju

WBK/WBBM

1. Pelaksanaan kegiatan

pembangunan telah

dilakukan sesuai rencana

1. Monitoring dan evaluasi

pembangunan
ZI menuju WBK/WBBM

1. Tindak lanjut hasil monev

1. Perubahan Pola Pikir dan

Budaya Kerja

1. Pimpinan menjadi role

model

2. Penetapan agen perubahan

3. Pembangunan budaya kerja 

dan pola piker

4. Keterlibatan seluruh

pegawai dalam

pembangunan zona 

integritas menuju

WBK/WBBM.



RAPAT PEMBENTUKAN 
TIM

Sosialisasi ZI untuk 
WBK/WBBM

SELEKSI TIM WBK



KEGIATAN AGEN 
PERUBAHAN

INOVASI 
PENDAFTARAN ONLINE PENGISIAN APLIKASI 

TRANSMEDIK

PEMBUATAN YEL-YEL

LATIHAN JINGGLE



KEGIATAN MELIBATKAN 
PEGAWAI DAN AGEN 
PERUBAHAN

KERJA BAKTI 
JUMAT

SENAM 

OLAHRAGA 



INOVASI PELAYANAN SAAT 
PANDEMI

POLI ANAK IGD 24 JAM

POLI GIGI

INSTALASI 
LABORATORIUM 

INSTALASI 
RADIOLOGI



PENATAAN TATA 
LAKSANA

PENATAAN TATA LASANA
• Penataan tatalaksana bertu juan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem,
prosedur dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

HASIL YANG DICAPAI 

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
dalam proses penyelenggaraan manajemen
pemerintahan di Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses
manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan

c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM



Prosedur Operasional 
Tetap (SOP)

Dokumentasi Prosedur Operasional Tetap Mengacu Kepada 
Peta Bisnis Instansi

Dokumentasi Rapat Prosedur 
Operasional 
Tahun 2021



 Dokumentasi Prosedur Operasional  Tetap Telah 
Diterapkan

Dokumentasi Rapat 
Prosedur 

Operasional 
Tetap Tahun 2021



Lama

Baru

SOP Layanan Instalasi 
Gawat Darurta (IGD)

 Dokumentasi Prosedur Operasional  Tetap Telah 
Dievaluasi



B.   E-Office 
Pengukuran Indikator 

2020

2021
Dokumentasi Capture

E-Permance 

 Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi



Dokumentasi Capture
SIMPEG

RSU. Pengayoman 
Cipinang

Dokumentasi Capture
SIMPEG

RSU. Pengayoman Cipinang



Dokumentasi Capture
SIMPEG

RSU. Pengayoman 
Cipinang

 Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem 
Informasi



Dokumentasi Capture
Layanan Pendaftaran 

Pasien Online 
(SIRESPON)

RSU. Pengayoman 
Cipinang



Dokumentasi 
Capture

Website dan Sosial 
Medis RSU. 

Pengayoman
Cipinang

 Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem 
Informasi



Dokumentasi 
Capture

SISMADAK

 Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem 
Informasi



2020

2021

 Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Telah Diterapkan



Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

     Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik



Dokumentasi Rapat Kebijakan 
Publik

 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik



Penataan Sistem 
Manajemen SDM

• Memiliki sistem dan analisa kebutuhan pegawai yang baik
• Pola mutasi personel sesuai kompetensi kearah perbaikan

kinerja unit
• Memiliki Training Need Analysis dlm pengembangan

kompetensi pers
• Mengembangkan pelatihan mandiri
• Memiliki sistem Reward & Punishment

HASIL YANG 
DIHARAPKAN

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja 
menuju WBK/WBBM 

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur 
di Unit Kerja menuju WBK/WBBM

Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju 
WBK/WBBM 

Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit 
Kerja menuju WBK/WBBM

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM



Perencanaan Kebutuhan Pegawai 
sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Dokumentasi Rapat Usulan Kebutuhan Pegawai 
Tahun 2020



Dokumentasi Rapat 
Penyusunan Laporan 

Tindak Lanjut 
Monitoring dan Evaluasi 

Penempatan Pegawai 
Tahun 2020

Perencanaan Kebutuhan Pegawai 
sesuai dengan Kebutuhan Organisasi



Perencanaan Kebutuhan Pegawai 
sesuai dengan Kebutuhan 

Organisasi

Sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 belum 
pernah mendapatkan alokasi Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS)



Dokumentasi Rapat 
Rencana Mutasi 

Internal Pegawai  
Tahun 2021

Pola Mutasi Internal



Dokumentasi Rapat 
Rencana 

Pengembangan 
Kompetensi Pegawai 

Tahun 2021

Pengembangan Pegawai 
Berbasis Kompetensi



2020

2021

CAPTURE E PERFORMANCE

Penetapan Kinerja Individu



2020

2021

CAPTURE E PERFORMANCE

Penetapan Kinerja Individu



Dokumentasi Rapat 
Pemberian 

Penghargaan Kepada 
Pegawai Berprestasi 

Dokumentasi 
Pemberian 

Penghargaan Kepada 
Pegawai Berprestasi 

dividu



Pengumuman Peningkatan 
Disiplin dan Tanggung Jawab 

Pegawai

Dokumentasi Apel 
Virtual



Pemutakhiran Data Pegawai 
pada SIMPEG

Kenaikan Pangkat Otomatis

Sistem Informasi 
Kepegawaian



Pensiun Otomatis Pensiun Otomatis

Sistem Informasi 
Kepegawaian



PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Meningkatkan kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja

TARGET

1. Meningkatnya
kinerja instansi
pemerintah

2. Meningkatnya
akuntabilitas
instansi pemerintah

TUJUAN 

1 KETERLIBATAN PIMPINAN

2 PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS KINERJA 



PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1 KETERLIBATAN PIMPINAN

DOKUMENTASI 
PENYUSUNAN 

PERENCANAAN

DOKUMENTASI 
PENETAPAN 

KINERJA



PENGUATAN 
AKUNTABILITAS 
KINERJA

PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA 

1 Unit Kerja telah memiliki dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

2 Unit kerja memiliki Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
Tambahan

3 Indikator telah SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely)

4 Penyusunan laporan kinerja yang informatif dan tepat waktu

5 Adanya peningkatan kapasitas SDM yang mengelola Akuntabilitas 
Kinerja



RENSTRA RSU 
PENGAYOMAN



RENCANA KERJA TAHUNAN 2021 





DOKUMEN PERJANJIAN 
KINERJA 



DOKUMEN RKA-KL 









INDIKATOR TELAH SMART (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic, Timely)





PENYUSUNAN LAPORAN 
KINERJA YANG INFORMATIF 
DAN TEPAT WAKTU



ADANYA PENINGKATAN KAPASITAS SDM 
YANG MENGELOLA  AKUNTABILITAS 
KINERJA 



PENGUATAN 
PENGAWASAN



Pengendalian Gratifikasi

Dokumentasi Kegiatan 
Public Campaign Melalui 

Apel Sore



• Rumah sakit umum pengayoman cipinang terus
membangun dan berusaha dalam mewujudkan
aparatur yang berintegritas dengan terbentuknya
Unit Pengendalian Gratifikasi diseluruh satuan
kerja sebagai  bentuk pengendalian pencegahan
adanya korupsi.

Pengendalian 
Grafikasi



Laporan Penerapan Manajemen Resiko

Piagam Manajemen Resiko

Penerapan SPIP



Penerapan SPIP

LAPORAN SPIP 



Penerapan SPIP

Dokumentasi Rapat Sosialisasi 
SPIP Tahun 2020 dan 2021



Dokumentasi 
Rapat Sosialisasi 
Pemberantasan 

Pungli

Penerapan SPIP



Sarana Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Survey 
Kepuasan Pelanggan Mandiri, Pos Yankomas, dan 

Aplikasi E-Lapor



Laporan Rekapitulasi Pengaduan 
Masyarakat



S e j a k  t a h u n  2 0 2 0 
s a m p a i  t a h u n  2 0 2 1 
Laporan Pe ngad u a n 
M a s y a r a k a t  p a d a 
Aplikasi E-Lapor adalah 
Nihil



Laporan Perbaikan Layanan Pengaduan Masyarakat dan Laporan Perbaikan 
Layanan Pengaduan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindak Lanjut



Whistle Blowing System

Sosialisasi Whistle Blowing 
System



Capture Aplikasi Whistle 
Blowing System

Whistle Blowing System



Laporan Evaluasi Penerapan 
Whistleblowing System dan 
Laporan Evaluasi Penerapan 

Whistleblowing System Sebagai 
Tindak Lanjut

Whistle Blowing System



Penanganan 
Benturan 
Kepentingan

“

Sosialisasi Benturan Kepentingan



Penanganan Benturan Kepentingan

Laporan Pelaksanaan 
Sosialisasi Benturan 

Kepentingan dan Laporan 
Hasil Evaluasi dan 

Penanganan Benturan 
Kepentingan



Penanganan Benturan Kepentingan



Penyampaian Harta 
Kekayaan Pegawai 
Melalui LHKASN dan 
LHKPN



Rekapitulasi 
LHKASN 
Pegawai 

Tahun 2020 
dan 2021



Penyampaian Harta Kekayaan Pegawai

Rekapitulasi 
LHKPN 
Pegawai 

Tahun 2020 
dan 2021



STANDAR PELAYANAN

BUDAYA PELAYANAN PRIMA

PENILAIAN KEPUASAAN TERHADAP PELAYANAN

PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK



STANDAR 
PELAYANAN



PEMASANGAN 
MAKLUMAT PELAYANAN



PENETAPAN STANDAR 
PELAYANAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban 

berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,  maka Rumah Sakit Pengayoman 
sebagai penyelenggara pelayanan publik menetapkan standar pelayanan 

Instalasi 
Gawat 
Darurat

Instalasi 
Rawat 
Jalan

Instalasi 
Rawat 
Inap

Instalasi 
penunjang 
Medis

Instalasi 
Farmasi

Instalasi 
Program 
Unggulan



PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN

BUDAYA PELAYANAN PRIMA

PENILAIAN KEPUASAAN TERHADAP PELAYANAN



BUDAYA PELAYANAN 
PRIMA



BUDAYA PELAYANAN PRIMA:
Layanan terpadu dan terintegrasi 2020

Pendaftaran 
online SIRESPON

Layanan terpadu 
& terintegrasi 

SISMADAK

Layanan Terpadu 
& Terintegrasi 

SIMRS



Layanan Inovasi 
Revisi 2020

LAYANAN INOVASI LAYANAN 
LABORATORIUM PCR 
(POLYMERASE CHAIN 

REACTION)



LAYANAN INOVASI 
LAYANAN PENDAFTARAN 

ONLINE SIRESPON

Layanan Inovasi 
Revisi 2020



PELATIHAN BUDAYA 
PRIMA



INFORMASI LAYANAN DAPAT DIAKSES BERBAGAI MEDIA



INFORMASI LAYANAN ONLINE RS PENGAYOMAN CIPINANG



SISTEM REWARD BAGI PELAKSANA LAYANAN



SISTEM PUNISHMENT BAGI PELAKSANA LAYANAN



PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN

BUDAYA PELAYANAN PRIMA

PENILAIAN KEPUASAAN TERHADAP PELAYANAN



PENILAIAN KEPUASAAN 
TERHADAP PELAYANAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Tim 
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Rumah 
Sakit Umum Pengayoman Cipinang telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan 
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Maret 2021  nilai IKM 91.07
(sangat baik) dan nilai IPAK 92.47 (sangat baik)

Februari 2021,
 nilai IKM 85 (baik) dan nilai IPAK 
76.56 (kurang baik)



PENILAIAN KEPUASAAN 
TERHADAP PELAYANAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Pengayoman 
Cipinang, Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tim Survey Indeks Persepsi 
Anti Korupsi (IPAK) Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang telah melakukan Survey 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Periode Januari, Februari, Maret 
2020,:
nilai IKM 91.77 (sangat baik) 
nilai IPAK 90.20 (sangat baik)

periode April, Mei, Juni 2020: 
Nilai IKM 95.48 (sangat baik) 
 nilai IPAK 94.91 (sangat baik) 



PENILAIAN KEPUASAAN 
TERHADAP PELAYANAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Tim 
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Rumah 

Sakit Umum Pengayoman Cipinang telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan 
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Periode Juli, Agustus, September 2020,:
nilai IKM 95,63 (sangat baik) 
nilai IPAK 96,25 (sangat baik)



PUBLIKASI HASIL 
SURVEY RS 
PENGAYOMAN



TINDAK LANJUT 
HASIL SURVEY



TERIMA KASIH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM PENGAYOMAN CIPINANG


